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Perkembangan Internet dan umumnya dunia cyber tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Salah
satu hal negatif yang merupakan efek sampingan atau memang menjadi tujuan, antara lain adalah kejahatan
di duniacyber atau disebut kejahatan mayantara (cyber crime). Dihadapkan dengan sistem hukum pidana di
Indonesia, ada satu pertanyaan penting yang dapat digjukan. Apakah sistem hukum pidana ataupun
perundang-undangan yang ada, sudah dapat menjangkau bentuk-bentuk kejahatan cyber crime. Untuk
menjawab hal tersebut dilakukan dilakukan penelitian bersifat deskriptif, dengan metode penelitian hukum
normatif. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan penanggulangan kejahatan mayantara/cyber crime di
Indonesia harus dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan menggunakan sarana hukum dan sanks pidana
dan upaya non penal (tanpa menggunakan sanksi pidana). Meskipun secara substansial Indonesia belum
memiliki undang-undang khusus tentang kejahatan mayantara/cyfter crime. berbagai undang-undang yang
sudah ada, telah difungsikan untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan mayantara/cyher crime
Terhadap kejahatan cyber crimeini, hukum pidana Indonesia, telah difungsionalisasikan dalam menindak
para pelaku kejahatan mayantara Selanjutnya, terkait dengan Locus delicti (tempat terjadinyatindak pidana)
kaitannya dengan aspek yurisdiksi kejahatan mayantara, masih menimbulkan permasal ahan, karena hukum
pidana Indonesia belum dapat menjangkau yuridiksi kejahatan mayantara yang dilakukan di luar wilayah
Indonesia. Kedepan, sebaiknya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan mayantara
pertama-tama harus dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Untuk itu perlu diatur rumusan tindak
pidana yang khusus mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan mayantara/cyber crime dengan unsur-
unsur tindak pidanayang lebih jelas dengan sanksi yang proporsional. Lebih lanjut, hal ini perlu didukung
kesamaan persepsi dari aparat penegak hukum dalam memandang kejahatan mayantara. Selanjutnya, perlu
dirumuskan di dalam RUU KUHP, tentang locus delicti (tempat terjadinyatindak pidana) dalam kaitannya
dengan yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan mayantara/cyber crime khususnya perlu diperluas
rumusan mengenai tempat terjadinyatindak pidana.

...... Although cyber world has grown fast nowadays, we should consider its bad effect, one of the examples
iscalled cyber crime. Related to the penal code in Indonesia, a question can be asked, has the pena code or
the regulationsin Indonesia reached out the cyber crime. To answer that question, a descriptive study has
been done using a nonn law method. The result of the study is that penal remedy, using legal facility and
penal sanction and non penal remedy (without penal sanction), should be used to cope with the cyber crime
in Indonesia. Even though Indonesia has no specific regulations about the cyber crime substantially, there
are some regulations which are functioned to cope with the cyber crime and also the criminal. Related to
Locus delicti, Indonesian law still has some problems about the cyber crime happens outside the Indonesia
regional. In the future, it is recommended that the law enforcement use a penal remedy. Therefore, it is
necessary to have aformularelated to forms of cyber crime with the penal substance and the sanction which
is proportional. Moreover, locus delicti should be incorporated in RUU KUHP concerning jurisdiction in
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cyber crime, especially an extended formula about the Locus delicti itself.



